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RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Manimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

g 8

BUPATI MAMUIU,

bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan
berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya dasar dan
berencana mengelola sumber daya secara bijaksana
dalam pembangunan vyang berkelanjutan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan mutu lingkunhgan
hidup, periu dijaga kelestariannya antara berbagai
usaha dan/atau kegiatan;

. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya

menimbulkan dampak pada lingkungan hidup vyang
perlu dianalisa sejak -awal perencanaannya sehingga
langkah pengendalian dampak negatif dan
pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan
sedini mungkin;

bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18
ayat (4) menentukan bagi daerah dapat menetapkan
jenis retribusi daerah dalam Peraturan Daerah sesuai
kewenangan otonominya dengan memenuhi kriteria
yang ditetapkan;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud huruf a, b dan huruf ¢ di atas dipandang
perivu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4685);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengeloiaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor D53, Tambahan Lermbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesis Nomor
44223;

. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarz Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
Sebagaimana telah diutbah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 126, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomoar 27
Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 3258);



10. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 27
Tahun 1993 tentang Analisa Dampak Ligkungan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan lLembaran Negara Republik

~——  Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indeonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor § Tahun
2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri  Sipii
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuiu
(Lembaran Daerah Kabupaten Mamuiu Tahun 2003
Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUIU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

Pemerintah Kabupaten adalah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju
yang ferdiri dari Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi lainnya
sebagai badan Eksekutif Daerah;

Bupati adalah Bupati Mamuju;



C.

d.

€.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang

—-Retribusi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang beriaku;

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Analisa mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperiukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan;

Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang
sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan
lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,
pengembangan, pemeliharaan pemulihan pengawasan dan pengendaiian
lingkungan hidup;

Rencana pemantauan lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan
kemampuan lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan,

Retribusi adalah retribusi pengendalian dampak lingkungan yang
didasarkan pada volume dan besar dari dampak yang ditimbulkan oleh
usaha dan/atau kegiatan;

Upaya Kelolah Lingkungan (UKL) adalah upaya penangangan dampak
kecil dan penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat dari
rencana usaha dan/fatau kegiatan;

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya pemantauan
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak kecil dan penting
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;

Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup adalah rekomendasi yang
diberikan pada setiap jenis usaha atau kegiatan yang telah memenuhi
kriteria layak lingkungan,;

. Komisi Penilai Amdal (KPA) adalah komisi yang bertugas menilai analisis

mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian ditingkat pusat
dan tingkat daerah oleh Komisi Penilai Daerah (KPD});

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha perseroan terbatas, perseroan komoditer;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi
kepada wajib retribusi serta pengurusan penyetorannya;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan;

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yvang menyebabkan barang/fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh pribadi dan atau badan hukum;



ad.

bb.

(1)

(2)

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten untuk
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang
menurut” Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atay pemotongarn
retribusi;

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Kabupaten;

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut S5RD, adalah
surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang sefanjutnya disebut SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarya pokok retribusi;
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga atau denda;

Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLE,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumiah kredit retribusi iebih besar dari pada

retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda;

Pemeriksaan dadalah serangkaian kegiatan untLk mencari,
mengumpulkan, mengeoiah data dan/atau keterangan Jlainnya untuk
menguji kepatubhan pemenuhan kebutuhan retribusi dan untuk tujuan tain
dalam rangka menentukan peraturan perundang-undangan Retribusi.
Penyidik pegawai Negeri sipil selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju.

BAB II
MAKSUD DAN TUUAN

Pasal 2

Pengendalian dampak lingkungan dimaksudkan sebagai salah satu upaya
untuk metakukan pengendaiian terhadap dampak penting dari setiap
usaha dan/fatau kegiatan. :

Pengenaan tarif retribusi izin pengelolaan lingkungan ditetapkan
berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh
perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa meliputi
penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penata usahaan, dan
biaya dampak negatif dari pemberian izin.



BAB XI1I
NAMA, SUBYEK, OBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

_ Pasal 3
Dengan nama retribusi izin pengelolaan lingkungan hidup dipungut retribusi
atas pemberian perizinan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 4

(1) Subyek retribusi pengelolaan lingkungan hidup adalah orang pribadi dan
atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan terhadap Kkegiatan
pengeiolaan lingkungan hidup.

(2) Obyek retribusi adalah jenis jasa perizinan tertentu terhadap kegiatan
yang memungkinkan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

(3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Daerah ini. :

(4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk wajib AMDAL maka
kegiatan tersebut wajib UKL dan UPL atau SPPL.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa retribusi perizinan pengelolaan lingkungan hidup
diukur berdasarkan kualifikasi golongan yang ditetapkan sebagaimana diatur
dalam Pasal & PeraturanDaerah ini.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6
(1) Struktur dan besarnya tarif diklasifikasikan berdasarkan atas perkiraan
dampak yang ditimbulkan.
(2) Tarif atas jenis retribusi bidang lingkungan_hidup yaitu sebagai berikut :
JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI SATUAN | TARIF |
1. JASA PENGUSAHAAN IZIN
PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN
1. Kelayakan lingkungan K- | Per-Paket Rp. 500.000,-
AMDAL Skala Kabupaten
2. Kelayakan lingkungan | Per-Paket Rp. 1.0600.00Q,-
AMDAL,RKL,RPL
3. Rekomendasi UKL Dan UPL Per-paket Rp. 500.000,-
4. Rekomendasi SPPL Per-Paket Rp. 250.000,-
II. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) !




JENIS PENERIMAAN RETRIBUSK SATUAN | TARIF

1. Izin pengumpulan limbah B3 | Per-kegiatan Rp. 1.000.000,-
Skaia Kabupaten kecuall
- TTmniinyak Pelumas/Oli bekas.

2. Izin lokasi pengolahan limbah | Per - lokasi Rp. 1.000.000,-
B3
3. Izin penyimpanan sementara | Per - Usaha Rp. 1.000.000,-

limbah B3 di industri atau
usaha suatu kegiatan,

III. PENGELOLAAN KUALITAS AIR

DAN PENGENDALIAN

PENCEMARAN AIR

1. Izin pembuangan air limbah | Per-usaha Rp. 1.000.000,-
ketanah untuk aplikasi pada Rp. 1.000.000,-
tanah.

2. Izin pemanfaatan air limbah | Per-kegiatan
ketanah untuk aplikasi pads !

tanah.
IV. JASA PENELITIAN DAN
PENGKAJIAN TEKNOLOGI

LINGKUNGAN PADA INDUSTRI
UNTUIK PENERBITAN TANDA
DAFTAR INDUSTRI (TDI1) DAN
IZIN  USAHA INDUSTRI ({IUD)
SKALA INVESTASI S/ 10

MILYAR: -
1. Bidang ekoefisiensi. Per-usaha Rp. 1.000.000,-
2. Bidang Teknologi | Per-usaha Rp. 1.000.000,-
pengendalian pencemaran
lingkungan.
3. Bidang kerusakan lingkunigan | Per-usaha Rp. 1.000.000,-

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7 -
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Mamuju.

BAB VII ’
MASA RETRIBUSE DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8
(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati dengan
mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Mamuju.



(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) telah lewat
~ dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 16

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan
STRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan
keberatan diterima.

(5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka
permohonan keberatan atas SKRD atau STRD dianggap dikabulkan.

BAB XIV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan. -

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu
keputusan permohonan kelebihan dan/atau pengembalian retribusi
dianggap dikabuikan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan/atau sanksi
administrasi.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi lainya, kelebihan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua)} bulan sejak diterbitkannya SKDRLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat dari
jangka waktu 2 (dua) bulan memberikan imbatan bunga sebesar 2 %
( dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.
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Pasal 18
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan
sekurang-kurangnya menyebutkan:
~a.” Nama danalamat retribusi;
b. Masa Retribusi;
€. Besarnya kelebihan retribusi dan atau pembavyaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permchonan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
langsung atau melaiui pos tercatat. :
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat kabupaten atau bukti pengiriman pos
secara tercatat merupakan saat permohonan diterima untuk Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19 .
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan surat
perintah pembayaran kelebihan retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi Iainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Pasal 19 pembayaran dilakukan secara pemindah bukuan
yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

' Pasat 20
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
yang dilakukan oleh badan usaha dikenakan sanksi berupa:
a. Peringatan tertulis; :
b. Pembentukan izin usaha; dan/atau
c. Pencabutan Izin usaha.
(2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2
% (dua persen) setiap bulan dari jumiah retribusi yang terutang atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
KADALUWARSA

Pasal 21

(1)} Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi. .

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini tertangguh apabila;
a. Diterbitkan surat tagihan atau,
b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.
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BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 22
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten
diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah,
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hukum tentang Acara Pidana
yang berlaku.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

adalah:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanvya
tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;

b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

¢. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka,;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakantindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahukan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik membritahukan hal tersebut kepada
penuntut umum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai

Undang-Undang hukum Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23
Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan
Daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 6 {enam) bulan dan denda
sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala keteptuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
tehnis pelaksanaannya akan diatur lebib lanjut dengan Peraturan Bupati.

PFasal 26
Peraturan Daerati ini berlaku sejak tanggai diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran dasersh
kabupaten,

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal,16 Pebruari 2009

BUPATI MAMUIU
Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
P@_Qa a!, 16 Pebruari 2009

e

T

PATEN MAMU3U

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMU)U
TAHUN 2009 NOMOR 4
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A.

C.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUIU

NOMOR 4 TAHUN 2009
TANGGAL : 16 Pebruari 2009

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSIFAT
STRATEGIS YANG WAJIB AMDAL SKALA KABUPATEN

Bidang Perhubungan

NO

JENIS KEGIATAN

SKALA BESARAN

1

Permmbangunan Pelabuhan bLokal dengan
salah satu fasHitas berikut

a. Dermagea dengan bentuk Konstruksi
Sheet Pile atau Opean Plle

- Panjang, atau

o Luas

Dermaga dengan konstruksi masif

¢. Penahan gelombang (talud) dan
atau pemecahan gelombang (Break
Water)
= panjang

d. Prasaran pendukung pelabuhan {
terminal, gunung peti kemas, dan
[ain-iain)
- Iuas

e. Single Point Moorning Boey
- Untuk kapal

2

=200m
=< 6000 m*

Semua bersaran

i =200 m
=200 m

> 10000 m

Bidang Perindustrian

NO | JENIS KEGIATAN _SKALA BESARAN

1. Industri semen (vang dibuat melalui | Semua bersaran
produksi kliner)

i Kawasan Industri { termasuk kompleks | Semua bersaran
industri yang terintegrasi

3. industri galangna kapal dengan sistem | Semua bersaran

' graving dock

Bidang Pekerjaan Umam

| NO

JENIS KEGIATAN

SKALA BESARAN

1.

Pembangunan jalan tof

Semua bersaran
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D. Bidang Sumber Daya Energi Dan Mineral

SKALA
NO JENIS KEGIATAN BESARAN
A. | Mineral, Batu Bara, Dan Panas Bumi -
1. | Mineral, Batu Bara, Dan Panas Bumi Yang
Berlokasi Di Luar Hutan Lindung :
- Luas Perizinan (Kp}, Atau =200 ha
- Luas Daerah Terbuka Untuk Daerah =50ha
Pertambangan (komulatif/tahun)
2. | Tahap Eksploitasi Yang Berlokasi Diluar
Hutang Lindung:
a. Eksploitasi Dan Pengembangan Uap Z 35 MW
Panas Bumi Dan/ Atau Pengembangan
Panas Bumi
b. Batu Bara/Gambut
- Kapasitas Dan/Atau > 1.000.000 ton/tahun
- Jumilah Material Yang Penutup Yang | =4.000.000 ton/tahun
Dipindahkan
c. Biji Primer
- Kapasitas Dan/Atau > 4.000.000 ton/tahun
- Jumiah Material Yang Penutup Yang | = 1.000.000 ton/tahun
Dipindahkan
d. Biji Sekunder/ Endapan Alluvial
- Kapasitas Dan/Atau > 300.000 ton/tahun
- Jumiah Material Yang Penutup Yang | = 1.000.000 ton/tahun
Dipindahkan
e. Tambang laut Semua bersaran
B. LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
:
| 1. | Pembangunan jaringan transmisi
a. Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU | 235KV
= 100 MW ( dalam
satu lokasi)
b. Pembangunan PLTP (pengembang =55 MW
panas bumi)
c. Pembangunan PLTA dengan kapasitas
{ daya (aliran {angsung) =50 MW

15




SKALA
NO; JENIS KEGIATAN BESARAN
d. Pembangunan pembangkit listrik dari
jenis lain {antara lain : OTEK {Ocea > 10 MW
Termal Energi Convercion), surya,
angin, biomassa dan lain-lain}
Bidang Pengelolaan Limbah B3
NO JENIS KEGIATAN SKALA BESARAN
Setiap pengembangan pengumpuian Semua bersaran

limbah B3 skala kabupaten sebagai
kegiatan utama, tidak termasuk Kegiatan
kecil sepertt pengumpul minyak kotor dan
slope oil, timah dan flux soider, minyak
pelumas bekas, solvent bekas, limbah
kaca terkontaminasi limbah B3.
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Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 4 TAHUN 2009
TANGGAL : 16 Pebruari 2009

A.

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL

SKALA KABUPATEN

Bidang pertanian

NO

JENIS KEGIATAN

SKALA BESARAN

1.

Budidaya-budidaya tanaman pangan dan

holtikuitura
a. Semusim dengan atau tanpa unit
pengolahannya }
- Luas
b. Tahunan dengan atau tanpa unit
pengoiahannya
- Luas
Budidaya tanaman perkebunan
a. Tahunan dengan atau tanpa unit
pengolahannya
- Dalam kawasan budidaya non
kehutanan, luas
- Dalam kawasan budidaya
kehutanan, luas
b. Tahunan dengan atau tanpa unit
pengolahannya -
- Dalam kawasan budidaya non
kehutanan, luas
- Dalam kawasan budidaya
kehutanan, luas

> 2.000 ha

<5.000 ha

< 3.000 m?
Semua bersaran

>3.000 ha
Semua bersaran

Bidang Perikanan

NO

JENIS KEGIATAN

6

SKALA BESARAN

Usaha budidaya perikanan

a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat

teknologi maju dan madya dengan
atau tanpa unit pengolahanya.
-  Luas

=>50ha

17




NO

JENIS KEGIATAN

SKALA BESARAN

b.- Usaha budidaya perikanan terapung

jaring (jarring apung dan pen
system) :
- Di air tawar (danau)
= Luas, atau
*  Jumiah
- Di luar air tawar
» lLuas, atau
»  Jumlah

>25ha
> 500 unit

>25ha
= 500 unit

C. Bidang perhubungan

SKALA BESARAN

NO JENIS KEGIATAN
: Pembangunan jaringan jalan kereta api
2: Konstruksi bangunan jatan rel di bawah
Permukaan tanah
3. Pembangunan terpadu moda dan fungsi
-  Volume
4, 1. Pengerukan perairan dengan Capital
dredging
- Volume
2. Pengerukan perairan sungai dan
atau laut dengan Capital dredging
yang memotong materai kurang dan
atau batu
Reklamasi (pengurangan) :
5. - Luas
-  Volume
6. Kegiatan penempatan hasil keruk
(dumping) di darat :
- Volume
- Luas area dumping

Z25km

Semua besar

22ha

= 500.000 m3

Semua besaran

>25ha
= 500.000 m3

> 500.000 m3
=35ha

D. Bidang perindustrian

NO

JENIS KEGIATAN

SKALA BESARAN

1.

Kegiatan industri yang tidak termasuk
kegiatan industri wajib AMDAL yang
menggunhaka areal :

18




NO

JENIS KEGIATAN

SKALA BESARAN

. Urban :
~  Metropolitan, luas
- Kota besar, luas

E.

- Kota sedang, luas
- Kota kecil, luas
b. Rual, pedesaan, iuas

>5ha
>10ha
>15ha
>20ha
>30ha

Bidang Pekerjaan umum

NO JENIS KEGIATAN SKALA BESARAN
1. a. Peningkatan dengan luas tambahan
Daerah irigasi =2.000 ha
b. Pembangunan baru dengan luas - = 1.000 ha
c. Percetakan sawah, luas 23500 ha
{perkelompok)
2 Pengembangan rawa:
Rekiamasi rawa untuk kepentigan irigasi | = 1.000 ha
3 Pembangunan pengamanan pantai dan
Perbaikan muara sungai Daerah irigasi 2500 ha
4 Normalisasi sungai (termasuk sodetan)
Dan pembuatan kanal banjir
a. kota besar /metropolitan
- panjang,atau 25 Km
- volume pengerukan >5.000m°
b. kota sedang
- panjang, atau 210 Km
- volume pengerukan > 500.000 m *
C. pedesaan
- panjang, atau =1SKm
- volume pengerukan 2 500.000m*
5 Pembangunan dan atau peningkatan
jalan dengan pelebaran yang
membutuhkan Pengadaan tanah
a. kota besar / metropolitan
- panjang, atau =3 Km
- pembebasan lahan Z 5000 m
b. kota sedang
- panjang, atau =210 Km
>10ha

- pembebasan lahan.
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AN JENIS KEGIATAN SKALA BESARAN
c. pedesaan
- panjang, atau >30Km
- pembebasan lahan =30 ha
6 a. pembagunan subway / underpass,
terowongan/tunnel. =2 Km s
b. Pembangunan jembatan. =500 m
7 Persampahan
a. Pembangunan TPA sampah domestic
Pembuangan dengan sistem controf/
landfitl sanitary landfill termasuk
instalasi penunjangnya.
- Luas kawasan TPA. i 10 ha
- Kapasitas total = 10.000 ton
b. TPA di Daerah pasang surut
- Luas landfill, atau >5ha
-  Kapasitas total. =>5.000 ton
c. Pembangunan transfer stasion
-  Kapasitas = 1.000 ton
d. Pembangunan instalasi pengolahan
sampah terpadu A
- Kapasitas = 500 ton/ bari
e. Pengolahan dengan insenerator _
-  Kapasitas > 500 ton/hari
f. Composting plant
-  Kapasitas = 100 ton/hari
g. Transportasi sampah dengan kereta
api .
- Kapasitas = 500 ton/hari
8 Pembangunan Perumahan
a. Kota metropolitan, luas =25 ha
b. Kota besar, luas =50 ha
c. Kota sedang dan kecil, luas Air 2 100 ha
limbah domestic.
S a. Fasitas penunjangnya
-  Luas, atau >2ha
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untuk pemindahan
penduduk/transmigrasi {pemukiman
transmigrasi Baru Pola Tanam Pangan)
- Luas lahan

NO JENIS KEGIATAN SKALA BESARAN
- Kapasitasnya > 11 m */hari
b. Pembangunan Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPAL) limbah
— -—domestik, termasuk fasilitas >3§ ’’’’
penunjangnya =3 ha ,
- Luas, atau 2 2.4 ton/hari
- Bean organik
€. Pembangunan sistem perpipaan air
limbah, luas layanan
- Luas, atau 2 500 ha
- Debit air limbah 2 16.000 %/ hari
10 Pembangunan saluran drainase (primer
dan/atau sekunder) dipermukiman.
a. Kota besar/metropolitan,panjang . 25 km
b. Kota sedang panjang 210km
11 | Jaringan air bersih di kota besar/
metropolitan,
a. Pembangunan jaringan distribusi :
- Luas layanan 2 500 ha
b. Pembangunan jaringan transmisi
-  Panjang > 10 km
12 Pengambilan air dari danau, sungai,
mata air permukaan, atau sumber
permukaan lainnya. _
- Debit pengambilan =250 ¥/dt
13 Pembangunan Pusat Perkantoran,
Pendidikan, Olah Raga, Kesenian,
Tempat Ibadah, Pusat
Perdagangan/Perbelanjaan reiatif
terkonsentrasi. Z5ha
- Luas lahan, atau 2 10.000 m
- Bangunan
14 Pembangunan kawasan Pemukiman = 2000 ha
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F. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

proses sianidasi atau amalgamasi

NO JENIS KEGIATAN SKALA BESARAN
A - | MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI
Bahan galian bukan logam atau bahan.
1 Galian Golongan C
- Kapasitas dan/atau > 250.000 m 3/ Tahun
- Jumiah material penutup yang | 21.000.000.ton
dipindahkan
2 Pengambilan air bawah tanah ( sumur | =50 liter
tanah dangkal, sumur tanah dalam dan | (dari 1 sumur dalam satu
mata air. area)
3 Melakukan pengolahan biji dengan

>10ha
Semua besaran

G. Bidang Pariwisata

i

1
H

TSETHNILKADB DATI U

NO JENIS KEGIATAN SKALA BESARAN
1 a. Kawasan Pariwisata Semua besaran

b. Taman Rekreasi > 1000 ha
2 Lapangan Golf Semua hesaran

tidak termasuk driving range)

BUPATI MAMUJU

Cap/Ttd

H. SUHARDI DUKA

B AG!IAN HUKURM

DOKUMENTASI
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